PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPVATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMFUNG SELATAN,

Menimbang: 2. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Caerah Nomor 01

Mengingat: 1.

Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
Kabupaten Lampung Selaten Tahun Anggaran 2009,perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah «abupaten Larapung Seletan Tahun Anggaran 2010 sebagai

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APSD ) Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 teatang Penetapan Undang-
Unding Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Momor 5
Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 teatang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Seiatan sebagai Undang-Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lemibaran
Negara Republik Indonesia Nomer 1621 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajek Bumi dan Bangunan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah
ditbah der.gan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara

Reaublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 terntang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dar 3angunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36€8);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomcer 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang Undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lemr baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahur, 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repuvlik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembencukan Peraturan
Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiwn 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Nega ‘a Repubiik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Ncmor 66, Tambahan ".embaran Negara rRepublik
Indonesia Nomor 4400 );

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenceanaan
‘Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembz-an Negara Republik Indonesia Nomor
4421); :

Undang-Unoang Nomor 32 Tahun 2004 tentung Pemerintahan Daeruh
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),
Sebagaimana telah diubah beberape kcli terakhir dengan Urdang-undang
Nomor 12 Te.hun 2008 ( Lembaran N2gara Republik Indonesia Tahun-2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Megara Republi Indonesia Nomor 4844 );

Und..ng-Undang Nomcr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lambaran N‘egara'
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnr 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr 4438 );

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Republik  Indunesia Tahun 2001 Nomor 118 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4138 );
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Peraturan Pemerintah Nonior 6b Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahkun 2001 Nomor 118,
Tambeohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembarar. Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 homor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49 , Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503°);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pirjanian Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negarz Republik Indoncsia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah { lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138 , Tamtghan Lemba-an Megara Republik Indonesia Nomor
4576 );

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lemberan
Negara Nepublik Indonesiu Tahun 2005 Nemer 139, Tambahan Lembaran
iNegara Republik Inconesia Nomor 4577 );

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Leibaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005

Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Inaonesia Nomor
4578 ); '

Peraturan Pemerintah Nomor €5 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran
Negara Rerublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Irdonesia Nomor 4585 );

Peraturan Pemer.ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggarnan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indnnesia Homor 4593 );
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Pera'uran Pemer'ntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran iNegare Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4614 );

Peraturan Menteri Dalam Neygeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloiaan  Keuangan Daerah, sebagaimana telah  diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norncr 59 Tahun 2007; ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Seclatan Nomor 08 Tahur 2007
tentang Poxok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan DJaerah Katupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2009
teritang Anggaran Per~apatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
Anggaran 2010.



MEMUTUSKAN :

Menetaplkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010,

R BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD )

Pacal 2

Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Tahun Anggaran 2010 teidiri dari

2. Belanja Daerah

3. Beiany» Tidak Langsung

1) Beizora Pegaw G Sh DTSR

N fo PN
b 00.Gh,d Buig e

[P R )

i ) Bxe"y Subsid 20
! 4) Betanja Hiboh PD. 72.492.617.546,00
| 5) Balan)a Bantuan Sosial Ro. 12.450.625.000.90
6) Boiany2 Bagi Hasit Rn
? 7) Belaaja Bantuan Keuangan 2p. 2U.717.250.000,00
8) Belar.ja Tidak Terduga Rp. 4.663.437.808,55
2 Rp. 564.5N1.451.480,33
b. Belanja .angsung
1) Jelar)a Pegawai Rp. 27.381.064.006,00
2) Belan;a Barang can Jasa Rp. 65.260.721.457,C0
!t 3) Bzlanja Moda: | Ep. 109,698.211.200,0_0_
L Rp. 202.339.996.663,00
‘ Jumiah 3elanja Rp. 771.841.448.143,33
Surplus/iDefisit) Rp. 14.316,773.300,00
3. Pembiayaan:
3. Penerimaan RP. 15.,70.426.700,00
b. Pengelua-an £p. 30.087.200.000,00
Jumlah Pembdiay: an Netto Rp. (14.316.773.301,00)
Sisa lebih pembiayaan anggara:. @hun berkenaan Rp. -




Pasal 2

lingkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalarn Lampiren 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) cebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I1 Pera uran Bupati ini.

Pasal 4

Lamriran sebagaimena dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisatikan aari Peraturan Bunati ini.

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) yang ditetapkan
dalam Peraturar ini dituangkan lebih lanjut da'am Dokumen Peiaksanzan Anggaran ( DPA )

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SXPD ) sesuai dengan kelentuan Perungang-undangan

yang berfaku.



BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita D serah Kebupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kaiianda
pada tanggal 4 Pebruari 2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN
dto
WENDY MELFA
Diundangkan di Kalianda
pada tangga! 4 Pebruari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dto

ACHMAD BASRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 01



